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ABSTRAK

Perlindungan konsumen ialah acuan dimata hukum untuk melindungi hak serta kewajiban
konsumen yang didapatkan ketika melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Didalam
perjanjian antara penumpang dan pihak pengangkut, sering kali ditemukan permasalahan,
terutama didalam kehilangan bagasi. Kehilangan bagasi membawa kerugian bagi
penumpang, timbulnya kerugian ini dikarenakan adanya salah satu pihak melakukan
perbuatan melanggar hukum. Timbulnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
pihak pengangkut haruslah menjadi tanggung jawabnya. Adapun yang menjadi tujuan
penulisan skripsi ini ialah menganalisis aturan yang menjadi landasan sebuah perlindungan
konsumen didalam pengaturan kehilangan bagasi dan ganti rugi. Jenis penelitian yang
digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan
menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan
kasus (case approach) serta menggunakan bahan hukum primer dan sckunder yang
diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sckunder. Hasil dari
penulisan skripsi dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kehilangan bagasi yang diakibatkan
oleh perbuatan melanggar hukum, maka aturan yang digunakan terdapat pada Undang-
Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Penerbangan serta
aturan lebih spesifiknya terdapat pada tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan
Udara. Mekanisme ganti rugi yang dilakukan ketika terjadi kehilangan bagasi yang menjadi
tanggung jawab pihak pengangkut kepada konsumen pada hakikatnya diatur pada Pasal 144
Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77
Tahun 2011 menurut Putusan 820 K/Pdt/2013.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Transportasi dewasa ini sudah berkembang sangat pesat, laju perkembangan
yang pastinya diiringi oleh perkembangan jaman juga menjadi salah satu sebabnya,
banyak moda transportasi pada masa kini yang tersedia. Transportasi berasal dari kata
Latin, yaitu transportare , dimana trans berarti sebrang atau sebelah lain dan portare
berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau
membawa (Sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat yang lain.
Transportasi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ; transportasi darat, transportasi
laut, dan transportasi udara. Transportasi pada saat ini sedang mengalami kemajuan
teknologi yang mulai menciptakan berbagai jenis alat angkut yang lebih besar, lebih
cepat dan lebih efisien. !

Kovergensi antara teknologi informasi dan transportasi tentu saja semakin
mendorong percepatan implementasi sistem transportasi seiring dengan majunya
teknologi.? Rentang wilayah negara mengharuskan penanganan moda transportasi
angkutan darat, laut dan udara secara terpadu untuk mewujudkan sistem angkutan
nasional yang andal, efektif dan efesien, karena setiap moda angkutan memiliki

karakteristik yang khas sehingga membutuhkan penanganannya tersendiri.

! Abdul Kadir, Transpotasi : Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Vol. 1 Nomor. 3 Tahun 2006, him. 121.
2 Bambang Susanto, Revolusi Transportasi, (Jakarta, Gramedia, 2014) him. 8.



Transportasi itu sendiri memiliki 2 fungsi yaitu, melancarkan arus barang dan
manusia serta menunjang perkembangan pembangunan (the promoting sector) .

Keunggulan dan kelemahan moda transportasi darat, laut dan udara harus
menjadi kesatuan sistem agar dapat menjawab tujuan perangkutan, yakni melayani
perpindahan atau mobilisasi orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk
itu disusun Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang bertujuan mewujudkan
pengangkutan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang sekaligus
menggerakan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan
jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta
mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan
wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional. 3

Maka dari itu, terciptalah transportasi yang dapat beroperasi dengan cepat
dengan waktu yang efisien yaitu transportasi udara seperti pesawat terbang.
Transportasi udara itu sendiri adalah alat transportasi yang dioperasikan di udara
mulai dari satu tempat ke tempat lain dengan proses yang sangat cepat. Mengingat
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai pulai besar dan kecil
maka laut dan angkasa adalah prasarana perangkutan yang harus dipandang sebagai

pemersatu pulau-pulau. Karena beberapa keunggulan dari moda transportasi udara

3 Baiq Setiani. Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara. Volume 3 Nomor 2,
2015. HIm.104



maka pertumbuhan alat transportasi udara atau pesawat menjadi yang paling dominan
dibandingkan dengan alat angkutan darat dan laut yang lainnya.

Transportasi udara sendiri pengertiannya ada didalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi:

“Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan

wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi

penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas

penunjang dan fasilitas umum lainnya”

Bandara atau disebut juga bandar udara disini dapat diartikan sebagai kawasan
di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai
tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, menaikan dan menurunkan
penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda
transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok lainnya. Sedangkan menurut Annex 14 dari
International Civil Aviation Organization, Bandar udara adalah area tertentu di
daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang
diperuntukkan baik secara menyeluruh atau sebagian untuk kedatangan,
keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara menurutnya

adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan



kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk
masyarakat.*

Bandara dapat dijadikan sebagai suatu simpul dari sistem transportasi udara
yang penting sebagai salah satu pintu gerbang negara dari negara lain, dan juga bisa
berpindah dari pulau satu ke pulau lainnya. Selain itu, bandara merupakan salah satu
infrastruktur transportasi yang wajib ada di setiap negara yang sangat berperan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu
lintas pesawat yang datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara baik dari
dalam maupun luar negeri yang berarti terjadi aktivitas ekonomi.

Adapun pelayanan jasa usaha penunjang kegiatan penerbangan menurut
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/47/111/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara antara lain:

Penyediaan hanggar pesawat udara;

Perbengkelan pesawat udara (aircraft services and maintenance);
Pergudangan (warehousing);

Jasa boga pesawat udara (aircraft catering);

Pelayanan jasa ramp (ramp services), antara lain adalah:

aprowdE

a. pelayanan jasa penanganan bagasi (baggage handling services),

b. pelayanan jasa pemanduan pesawat udara di darat (marshalling
services),
c. pelayanan jasa pemarkiran pesawat udara (parking services),

d. pelayanan jasa pendingin/pemanas udara untuk pesawat udara
(cooling and heating services),

e. pelayanan jasa komunikasi dari ramp ke flight deck (ramp to flight
deck communication services),

# Ibid, him. 106



f. pelayanan jasa pemuatan dan bongkar muat pesawat udara (loading
and unloading services),
g. pelayanan jasa penyalaan mesin pesawat udara (starting services),

h. pelayanan jasa jaminan keselamatan (safety measure services),

i. pelayanan jasa pembersihan eksterior dan interior pesawat udara
(exterior and interior clearing services),

J. pelayanan jasa pembersihan dan penyediaan sarana untuk toilet
pesawat udara (toilet services),

k. pelayanan jasa air minum untuk di pesawat udara (water services),

I. pelayanan jasa pengaturan atau pemasangan peralatan di kabin
(cabin equipment services) dan
m.pelayanan jasa kegiatan ramp untuk catering (catering ramp
handling services);
6. Pelayanan jasa penumpang (passanger service);

7. Pelayanan jasa kargo dan surat (cargo and mail services);

8. Pelayanan jasa load control, komunikasi dan operasi penerbangan
(load control, communications and flight operations services);

9. Pelayanan jasa pengamanan (security services);

10. Pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (aircraft
maintenance services); °

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bandar diatas, terdapat jasa
usaha yang memberikan fasilitas kepada penggunanya, yaitu Bagasi.

Bagasi penumpang dapat diartikan sebagai barang bawaan yang di bawa pada
saat mereka melakukan perjalanan yang menggunakan jasa penerbangan
(pengangkut). Namun secara luas, bagasi penumpang memiliki arti sebagai barang

bawaan yang berupa harta, artikel, dan barang pribadi lainnya yang sudah melalui

5 Departemen Perhubungan, Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara
Nomor: SKEP/47/111/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar
Udara, Pasal 3 ayat (1)



prosedur pihak perusahaan penerbangan (pengangkut) dan diperbolehkan untuk
dibawa baik melalui kargo maupun yang dibawa kedalam kabin pesawat, sesuali
dengan tujuan penumpang tersebut. Bagasi mencakup Bagasi yang dititipkan dan
Bagasi yang Tidak Dititipkan. Bagasi yang dititipkan adalah Bagasi yang dititipkan
kepada pihak pengangkut untuk diletakkan didalam ruang bagasi barang pesawat.
Sedangkan Bagasi yang Tidak Dititipkan, yang serupa dengan tas tangan, adalah
Bagasi yang selain Bagasi yang Dititipkan dan dapat diangkut kedalam kabin
pesawat.®

Mengenai hal ini penulis membawa pokok permasalahan mengenai
perlindungan konsumen yang menggunakan fasilitas bandara yang disediakan oleh
perusahaan pihak maskapai angkutan udara yaitu menyimpan barang di bagasi.
Dalam hal ini juga mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang penerbangan yang berbunyi :

“Tanggung Jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara
untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang
serta pihak ketiga”

Dalam hal tanggung jawab Pengangkut, pada Pasal 144 Undang- Undang No.

1 Tahun 2009 dijelaskan, yang berbunyi :

® Arifianto, Guntur, N.A. Darnah, Goejantoro Rito, 2013, Perbandingan Metode : Triple
Exponential Smooking Dan Metode Winters “Comparison Triple Exponential Smooking Method and
Winters Method”, Jurnal Eksponensial vol.4, hal.100



“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang
karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan

angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut”.’

Tanggung jawab yang dijelaskan ini berarti bahwa, pengangkut mempunyai
kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan atas barang yang
diangkut menggunakan jasanya selama dalam jangka waktu penggunaannya.
Sehingga pengangkut harus bertanggung jawab penuh atas keamanan dan
keselamatan barang tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) mendefenisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen menurut Undang — Undang ini konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.® Sedangkan dalam arti lain, pengertian konsumen berasal dari kata
consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah lawan dari produsen, yakni setiap

orang yang menggunakan barang.®

8 Augustinus Simanjuntak . Hukum Bisnis.Rajawali Pers, Depok, 2018. HIm.185
% A.S. Hornby,Gen. Ed., Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford
University Press, 1987), him. 183.



Dalam hal ini, konsumen perlu mendapat perindungan, karena disini
konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dalam arti lain,
hak — hak konsumen disini sangatlah rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang

lemah, maka hak — hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.*®

Dalam hal ini juga terdapat jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada

konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif * :

1. Perlindungan preventif  vyaitu perlindungan yang diberikan kepada
konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan
atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan
proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut
dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau
memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek
tertentu tersebut;

2. Perlindungan represif yaitu perlindungan akhir atau perlindungan hukum
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya perlindungan
ini digunakan setelah adanya keputusan pemerintah yang dikeluarkan
apabila menimbulkan sengketa atau membutuhkan penyelesaian.
Penyelesaian ini dilakukan di Pengadilan Umum ataupun Pengadilan

lainnya terkait dengan permasahalan yang ada.

10 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusamedia, 2010), him.1
11 Notaris Sidoarjo, “Perlindungan Konsumen”, http://notaris-
sidoarjo.com/2012/1/perlindungan -konsumen.html diakses 27 July 2019



http://notaris-sidoarjo.com/2012/1/perlindungan%20-konsumen.html
http://notaris-sidoarjo.com/2012/1/perlindungan%20-konsumen.html

Dalam pembahasan yang akan penulis bahas kali ini yaitu tentang hilangnya
barang yang dialami oleh konsumen sebagai penerima jasa pengangkut barang yaitu
pihak perusahaan angkutan udara. Dalam hal ini tentunya pihak perusahaan angkutan
udara harus bertanggung jawab sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (22) UU
No. 1 Tahun 2009, dan juga Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen atas barang yang hilang.

Terkait dengan ketentuan perjanjian antara konsumen dan pihak pengangkut,
menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
ada tiga macam ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak penggugat (konsumen)
terhadap tergugat (pengangkut), yaitu ; biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala
ongkos yang dalam kenyataan memang sudah dikeluarkan oleh penggugat; rugi
adalah kerusakan barang milik penggugat. *2

Kerugian yang dialami oleh konsumen yang dikarenakan mengkonsumsi, atau
menggunakan produk atau jasa tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggung
jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha (pengangkut) untuk memberikan ganti
rugi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha

meliputi :13

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;

12 Syharnoko, Hukum Perjanjian, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, him. 134
13 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
Jakarta, 2005, him.127
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3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Adapun mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dalam Pasal 88 dan
Pasal 89 KUHD, yang berarti ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan
barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang
dikarenakan kesalahan atau keteledorannya. Serta Pasal 89 KUHD, yang isinya
mengharuskan pihak pengangkut menanggung perantara yang digunakan. 14

Yohanes Gunawan menyebutkan ada empat teori mengenai tanggung
jawab dalam UUPK yang diakomodasi adalah tanggung jawab produk, tanggung

jawab professional, tanggung jawab kontraktual, dan tanggung jawab pidana.’®

Jenis tanggung jawab lain yang dikenal adalah tanggung jawab kontraktual.
Dalam tanggung jawab kontraktual, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen
adalah berdasarkan perjanjian kontrak.'® Umumnya konsumen yang ingin meminta
ganti rugi berdasarkan tanggung jawab kontraktual ini mengajukan tuntutan
wanprestasi, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi konsumen untuk pengajuan
gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini juga menyangkut juga tentang kewajiban yaitu perusahaan
angkutan udara yang menyediakan jasa mengangkut barang, pada umumnya

kewajiban-kewajiban pengangkut antara lain:

41bid. him 190.

15 Yohanes Gunawan (a), Penjelasan Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000), hal. 3.

16 'Yohanes Gunawan, (a), op cit, hal. 4
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1. Mengangkut penumpang atau barang-barang ketempat tujuan yang telah
ditentukan;

2. Menjaga keselamatan, keamanan penumpang, bagasi barang dengan
sebaik-baiknya;

3. Memberi tiket untuk pengangkutan penumpang dan tiket bagasi;

4. Menjamin pengangkutan tepat pada waktunya; dan

5. Mentaati ketentuan-ketentuan penerbangan yang berlaku

Perlindungan konsumen terdapat permasalahan yang lebih luas terjadi pada
permasalahan di bidang bagasi bandar udara yaitu perusahaan maskapai angkutan
udara dalam hal ini pihak konsumen telah mengalami kerugian terhadap kehilangan
barang bagasi yang menyangkut pada pihak perusahaan maskapai angkutan udara. *’

Terkait dengan kegiatan penerbangan, sering kali kita jumpai adanya resiko
kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi barang bagasi yang dibawa oleh
penumpang sebagai bagasi tercatat, selaras dengan hal ini, adanya perlindungan
konsumen sangat diperlukan bagi barang bagasi penumpang, yakni adanya
penyelesaian yaitu pengajuan klaim yang mudah, cepat, serta memuaskan.
Penyelesaian sengketa yang cepat mengandung makna bahwa prosedurnya tidak

memakan waktu yang banyak, dalam kaitannya dengan menggunakan penyelesaian

17 Hilman Prayuda, 2015, Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi
Tercatat Pada Pengangkutan Udara Domestik, Jurnal VVol.3 him. 10.
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sengketa diluar pengadilan, sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyita
banyak sekali waktu.8
Kehilangan bagasi merupakan hal yang kadangkala terjadi diantara konsumen
pesawat terbang, kekhawatiran yang timbul karenanya membuat stigma negatif di
masyarakat, karena khawatirnya masyarakat itu sendiri terhadap pihak maskapai
diakibatkan oleh kejadian yang sebelumnya pernah menimpa konsumen pesawat
terbang.
Klaim akan kehilangan bagasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
2009 Pasal 174 ayat (1), yang berisi klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus
diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang dan mengisi beberapa data
sebagai berikut :
1. Property Irregularity Report (Surat keterangan tentang kehilangan
bagasi);
2. Formulir Klaim;
3. Fotokopi KTP atau identitas lain yang dibenarkan undang-undang;
4. Tiket atau Boarding Pass, pas masuk pesawat udara dan tiket bagasi;
5. Fotokopi buku rekening yang mencantumkan nomor rekening

tertanggung.*®

18 E.Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
HIm.169

19 Harry Fauzi, 2016, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian
Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik, Jurnal Vol. 4 him. 150.
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Pada hal ini, penumpang pesawat dapat menggunakan beberapa opsi dalam
pengajuan klaim kerusakan, cacat atau kehilangan bagasi kepada pihak pengangkut,
bisa dengan melewati jalur peradilan dan non peradilan. Aturan pengajuan klaim
lewat jalur peradilan disebutkan juga pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Pasal
176 yang berbunyi :

“Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo,
dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam
Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144. Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan
terhadap pengangkut di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dengan
menggunakan hukum Indonesia.”

Konsumen yang dirugikan oleh pihak pengangkut disebabkan oleh kelalaian
pengangkut dapat juga mengajukan klaim dibantu oleh  Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (3) huruf d yang berbunyi :

“ tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat diantaranya

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima

keluhan atas pengaduan konsumen.”
Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
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Pada hal ini, pengangkut kurang bertanggung jawab jika penumpang
mengalami kerugian kehilangan bagasi seperti pada kasus dibawah ini :

Penumpang pesawat Lion Air dengan rute Batam menuju Jakarta yang
bernama Sy Muchlisin, beliau merasa dirugikan karena kopernya hilang di bagasi
tercatat. Ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Sy menunggu untuk
mengambil 1 buah koper dan 1 buah travel bag. Namun yang sy dapatkan hanya 1
buah travel bag saja, sementara 1 buah koper yang ia bawa tidak didapatkan. Lalu sy
melapor pada bagian kehilangan, Sy diterima oleh Saudara Anwar dari Pihak Lion
Air yang kemudian menyuruh Sy mengisi formulir kehilangan. Selepas itu Sy
dijanjikan bila kopernya ditemukan maka pihak pengangkut akan menghubungi,
tetapi setelah 10 hari tidak ada jawaban dari pihak Lion Air selaku pihak yang
bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Pada akhirnya pihak Lion Air tidak
menanggapi akan kehilangan yang merugikan Sy tersebut. 2°

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, kronologis kehilangan bagasi di
Bandara dialami oleh Robert Mangatas Silitonga berangkat dari Jakarta, dengan
pesawat Lion Air Flight JT 300 menuju Medan. Lalu Robert Mangatas Silitonga dan
Ruth Erlin Pujati menuju Semarang dari medan dengan Flight JT387. Ketika sampai
Bandara A. Yani Semarang. Barang dari Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin
Pujati yang berupa 1 (satu) buah travel bag hitam merk Polo dengan nomor bagasi

0990 JT 321743 tidak ditemukan. Hilangnya bagasi yang dialami korban yaitu 2

20 “Koper hilang di bagasi pesawat Lion Air”, <http://www.ylki.or.id/consults/view/311.
Dlakses Pada 3 September 2019 Pukul 14.00


http://www.ylki.or.id/consults/view/311
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(dua) travel bag dapat dibawa dengan nomor bagasi 0990 JT 321733 & 0990 JT
321742.

Kemudian Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujati melaporkan
kejadian tersebut kepada petugas Lion Air di Bandara A. Yani Semarang dan
dibuatkan bukti kehilangan barang oleh petugas Lion Air serta ditindak lanjuti.
Selama 1 bulan, Robert Mangatas Silitongan dan Ruth Erlin Pujati belum
mendapatkan balasan. Setelah itu, Lion Air menanggapi laporan tersebut, bahwa
memang terdapat kehilangan bagasi tersebut yang bernilai Rp. 19.115.000,00,
(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) namun pihaknya hanya dapat
memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00. (Dua Juta Rupiah) yang
dimana pihak penumpang yang mengalami kerugian merasa adanya ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang dan kronologis tersebut dapat kita lihat bahwa,
pihak maskapai penerbangan kurang dalam bertanggung jawab atas kehilangan nya
barang bawaan penumpang dan tidak melakukan ganti rugi sebagaimana mestinya
sehingga konsumen masih merasa di rugikan. Oleh sebab itu diperlukannya tanggung
jawab serta tindakan yang berdasarkan Hukum, yaitu dengan Undang- Undang yang
berlaku.

Perlindungan Kosumen dalam penelitian ini ditujukan untuk memberi tahu
bagaimana hukum melindungi konsumen yang tidak mendapatkan haknya oleh pihak
yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena Pelaku Usaha lalai atau tidak dan
kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Maka dari itu penulis mengangkat

permasalahan dalam skripsi yang berjudul :
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Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Bagasi Di Bandara
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 (Studi Putusan 820K/Pdt/2013).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok
permasalahan sebagai berkut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen akibat kehilangan bagasi dalam
pengangkutan udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta putusan nomor 820 K/Pdt/2013?

2. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap kehilangan bagasi konsumen yang

disebabkan oleh pengangkut berdasarkan putusan 820 K/Pdt/2013?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang
hendak dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapaun
tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap konsumen akibat
kehilangan bagasi dalam pengangkutan udara menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta

putusan nomor 820 K/Pdt/2013
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk ganti rugi terhadap kehilangan
bagasi konsumen yang disebabkan oleh pengangkut berdasarkan putusan 820

K/Pdt/2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skrpsi ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum serta
untuk menambah pengetahuan yang berupa ilmu hukum khususnya hukum

transportasi serta dibidang hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Untuk Penumpang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen atau
penumpang.Manfaat yang dapat konsumen atau penumpang terima dalam hal ini
berupa informasi yang akan konsumen lakukan jika terjadi kejadian kehilangan
yang menimpanya serta konsumen atau penumpang tersebut tau apa yang harus

dilakukan.

2. Manfaat Untuk Pelaku Usaha
Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pihak pengangkut atau pelaku usaha
di bidang Penerbangan. Manfaat yang dapat diterima oleh pelaku usaha atau

pihak pengangkut ialah berupa informasi untuk pihak pelaku usaha atau
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pengangkut mengantisipasi terhadap masalah yang sama akan timbul dikemudian
hari.

3. Manfaat Untuk Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah dalam
peninjauan Undang-Undang atau Aturan Pemerintah. Manfaat yang dapat
diterima oleh Pemerintah disini ialah berupa informasi terhadap Undang-Undang
dan Aturan Pemerintah yang masih kurang selaras terhadap kebutuhan dan/atau

keinginan konsumen.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang
hukum perdata mengenai pertanggung jawaban pihak maskapai sebagai perusahaan
Penerbangan udara atau maskapai terhadap kasus hilangnya barang penerima jasa
angkutan bagasi di tinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Mengenai skripsi ini penulis membahas tentang
pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh Lion Air yang dialami konsumen
menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011

tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
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F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori dan doktrin yang
menyangkut mengenai permasalahan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk
menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya.

1. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum ada istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban
Responsibility dan Lliability.

Responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggung jawaban atas suatu
kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi
juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan Tanggung
Jawab Responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatu, jika
terjadi permasalahan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan
pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

Sedangkan Lliability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk
hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau
yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seara aktual dan potensial
seperti kerugian yang dialami oleh konsumen atau kondisi yang menciptakan tugas
untuk melaksanakan undang-undang. Dapat pula berarti menganggug segala sesuatu

kerugian yang terjadi akibat perbuatananya atau perbuatan orang lain yang bertindak
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untuk dan atas namanya pertanggung jawaban Liability dapat diartikan kewajiban
membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.?

Menurut Peter Salim pengertian tanggung jawab dapat dikelompokan menjadi
tiga, yaitu:?

a. Tanggung jawab dalam arti accountability ;

b. Tanggung Jawab dalam arti Responsibility ;

c. Tanggung jawab dalam arti hability.

2. Teori Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi secara umum dapat diartikan sebagai pembiayaan kembali
terhadap kerugian yang timbul akibat suatu tindakan yang merugikan satu pihak

terhadap pihak lainnya. Namun, menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi ialah :

“Penggantian, biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan jika debitur, walaupun telah lalai untuk memenuhi
perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan hanya
dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang

telah ditentukan.”

2L Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
him.335-337

22 K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009, (Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2011), him.217
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Aturan lanjutan dari Pasal tersebut terkandung didalam Pasal 1244
KUHPerdata, dimana aturan ini lebih spesifik mengatur tentang ganti rugi, yang

berbunyi :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga. Bila ia
tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya suatu perikatan, atau
tidak tepat waktu, atau terdapat sesuatu hal yang tak terduga yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk

kepadanya.”

Subekti menyatakan, menurut Pasal 1243 KUHperdata, pengertian ganti rugi
perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu
perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat

kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. 3

3. Teori Perjanjian

Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini
menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana
subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas

sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab Il sedangkan pengaturan

khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian

23 Subekti, 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: AKA, him. 324
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perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Selain itu, terdapat teori

para ahli yang mengemukakan tentang perjanjian, ialah antara lain :

1. Prof. R. Subekti

Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain
atau dimana dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari
peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang
dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang
membuatnya, dalam bentuk, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapakan atau ditulis. 2

2. Abdulkadir Muhammad, S.H

Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanaka suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 2°

3. Prof. Purwahid Patrik

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari
peraturan hukum yang tersedia tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih

pihak yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu

24 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 2002, him. 1
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung:Alumni,1982), him.78
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pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara

timbal balik.. 26

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan jika didalam

perjanjian terdapat beberapa unsur, antara lain :

1. Ada pihak-pihak, Pihak disini ialah subyek perjanjian sedikitnya dua orang
atau badan hukum dan harus punyai wewenang melakukan perbuatan hukum
berdasarkan undang-undang.

2. Adanya persetujuan antara para pihak, yang bersifat tetap dan bukan sebuah
perundingan.

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak
hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan
undang-undang.

4. Adanya prestasi yang akan dikerjakan. Halini dimaksudkan bahwa prestasi
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan
syarat perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, tertulis maupun lisan. Hal ini menyatakan bahwa
perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tertulis. Karena sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk

tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

26 Muchlisin Riadi, Teori Perjanjian, https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-
perjanjiaen.html , diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 21. 40 WIB
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G. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan
dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan
untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.?’
1. Jenis Penelitian
Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan
yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga
atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu
sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dan kehidupan

masarakat yang nyata.?

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian,

antara lain:

27 Admin, 2 Maret 2013, “Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli”
http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html, diakses pada 2 Agustus
2019 pukul 00:19, him. 1

2 Johnny Ibrahim, 2006, “Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang:
Bayumedia Publishing, him.295
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a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Appproach)Pendekatan Undang-

Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-
undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sediang

diteliti.?

Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan
iIsu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari

perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain Burgerlijk
Wetboel, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang — Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum vyang sifatnya
menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literature seperti buku-buku,
Undang-Undang, artikel media cetak, dan informasi yang berasal dari

internet yang membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji.

him.93

2 Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum Edisi Revisi”. Jakarta, Prenada Media, 2011,

% 1bid, him. 94
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu studi
kepustakaan, Sumber data diperoleh dari Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan

Udara, Buku — Buku, serta Jurnal yang tersedia di laman internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan
lengkap sehingga menimbulkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.
Analisis akan mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan

hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan (hasil) yang ditentukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara
berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.3!

31 Surakhmad Winarmo, Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian limiah
Dasar Metode Tekhnik.Bandung, Tarsio, 1994. HIm.17
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